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ABSTRACT

In essence, humans were created by Allah subhanahu wa ta'ala in pairs. In this
case, Islam facilitates its followers to partner legally and legally through marriage. In
Indonesia, to be able to carry out a marriage, there is an age limit. Law No. 1 of 1974
concerning marriage stipulates that the age limit for marriage is 16 years for women and
19 years for men. This has undergone a change in Law No. 16 of 2019 concerning
changes to Law No. 1 of 1974 concerning marriage that the age limit for marriage for
women and men is 19 years. In reality, many people want to register marriages but have
not reached the minimum age limit. Several cases of application for marriage
dispensation at the Sleman Religious Court were filed on the grounds "because they are
pregnant and because they are afraid of doing things that are forbidden by religion". The
purpose of being afraid to do things that are prohibited by religion is to be afraid of
committing adultery. This is what happened at the Sleman Religious Court. The
compilers chose this place because of the 4 regencies and 1 municipality located in D.I.
Yogyakarta, the Religious Court of Sleman Regency has the highest number of cases of
application for marriage dispensation among others. The main problems in this thesis are:
1. what is the legal basis and judge's considerations in determining a marriage
dispensation case? and 2. how is the review of Islamic law on the determination of
marriage dispensation at the Sleman Religious Court?.

This research is a field research with analytical descriptive nature by collecting
and compiling data which is then analyzed and interpreted according to the data collected,
and supported by interview data as a support. While the research approach uses a
normative approach. Data analysis is by the compiler using deductive and inductive
thinking patterns. Deductive, that is, the compiler applies the sadd az-zarT'ah theory and
general figh rules to analyze several cases of marriage dispensation applications.
Inductively, the authors analyzed several cases of marriage dispensation applications and
then drew general conclusions.

Based on the analysis conducted, it can be concluded that the legal basis used by
judges is Q.S. An-Nir verse 32, the hadith narrated by Abdullah about the ability to
marry and the rules of figh proposal dar'u al-mafasid mugaddamun 'ala jalbi al-masolih.
There are three urgent reasons that are considered by the judge, namely because they
were pregnant, feared adultery and had given birth. The legal basis and legal
considerations used by judges are in accordance with Islamic law because these
considerations can cover harm and create benefits for the parties concerned.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Islamic Law.



ABSTRAK

Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta’ala
secara berpasang-pasangan. Dalam hal ini Agama Islam memfasilitasi umatnya
untuk berpasang-pasangan secara halal dan sah dengan melalui perkawinan. Di
Indonesia untuk dapat melangsungkan perkawinan ada aturan batas ketentuan
umur. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan
bahwasannya batas usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19
tahun bagi laki-laki. Hal ini mengalami perubahan dalam Undang-undang No 16
Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun.
Dalam realitanya banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahan namun
belum mencapai batas minimal usia itu. Beberapa perkara permohonan dispensasi
nikah di Pengadilan Agama Sleman, diajukan dengan alasan “karena hamil dan
karena dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang agama”. Maksud dari
dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang agama adalah dikhawatirkan
melakukan zina. Hal ini sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Sleman.
Penyusun memilih tempat tersebut karena dari 4 kabupaten dan 1 kotamadya yang
berada di Provinsi D.I. Yogyakarta, Pengadilan Agama Kabupaten Sleman
memiliki jumlah perkara permohonan dispensasi nikah paling banyak diantara
yang lain. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah: 1. apakah dasar hukum dan
pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah ? dan
2. bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Sleman?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifatnya
deskriptif analitik dengan mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian
dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang terkumpul, dan didukung
dengan data wawancara sebagai pendukung. Sedangkan pendekatan penelitian
menggunakan pendekatan normatif. Analisis data adalah dengan penyusun
menggunakan pola pikir deduktif dan induktif. Deduktif yaitu penyusun
menerapkan teori sadd az-zari’ah dan kaidah fikih yang bersifat umum untuk
menganalisis beberapa perkara permohonan dispensasi nikah. Induktif penyusun
menganalisis beberapa perkara permohonan dispensasi nikah kemudian ditarik
pada kesimpulan umum.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar
hukum yang digunakan oleh hakim adalah Q.S. An-Nuar ayat 32, hadis yang
diriwayatkan oleh Abdullah tentang kesanggupan untuk menikah dan kaidah usul
fikih dar’u al-mafasid mugaddamun ‘ala jalbi al-masolik. Terdapat tiga alasan
mendesak yang menjadi pertimbangan hakim vyaitu karena hamil dahulu,
dikhawatirkan zina dan telah melahirkan. Dasar hukum dan pertimbangan hukum
yang digunakan oleh Hakim sudah sesuai dengan Hukum Islam karena
pertimbangan tersebut dapat menutup kemafsadatan dan menciptakan
kemaslahatan bagi pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, Hukum Islam.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah

sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf latin Nama
Arab
| Alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba“ B Be
<& Ta‘ T Te
& Sa* S es (dengan titik di
atas)
z Jim J Je
z Ha‘ H ha (dengan titik di
' bawah)
¢ Kha‘ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal 7 ze (dengan titik di
atas)
B Ra‘ R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye




Huruf Nama Huruf latin Nama
Arab
U Sad S es (dengan titik
di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di
bawah)
L Ta‘ T te (dengan titik di
bawah)
L Za‘ Z zet (dengan titik di
bawah)
& _Ain h koma terbalik di
atas
¢ Gain G Ge
s Fa‘ F Ef
S Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
J Lam L _el
2 Mim M —em
O Nun N _en
E) Waw W W
o Ha‘ H Ha
¢ Hamzah _ Apostrof
S Ya‘ Y Ye

. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Ditulis

muta addidah

[ 2451

Ditulis

‘iddah




C. Ta’ Marbitah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

53 Jate Ditulis

muta’addidah

S Ditulis

‘iddah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka dengan h.

g—@}’\“i;\;f ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ra’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

dammabh ditulis t atau h.

] :KJ ‘ ditulis ‘ Zakéh al-Fitri
D. Vokal Pendek
1. ---<i%  ---- | Fathah Ditulis A
2. ---s%  ---- | Kasrah Ditulis
3. -—-s=  ---- | Dammah Ditulis U

xi




E. Vokal Panjang

1. | Fathah + alif ditulis a
ditulis Istihsan
Jhuai)
2. | Fathah + ya’ mati ditulis A
s ditulis Unséa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis 1
ditulis al-‘Alwani
O sladl
4. | Dammah + wawu mati ditulis u
ditulis ‘Ulim
e

F. Vokal Rangkap

1. | Fathah + ya’ mati ditulis al
pd e ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati ditulis au
ditulis Qaul
J#

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof
emﬁ Ditulis a’antum
e Ditulis u’iddat
e S gl Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti Qamariyyah

JA Ditulis Al-Qur’an
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okl Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Sya

msiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

3 JU‘ y J Ditulis ar-Risalah

Ll Ditulis an-Nisa’

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

sl Jal Ditulis Ahl ar-Ra’yi
3l Jof Ditulis Ahl as-Sunnah

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat,
zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh
Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,

Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia, hidup bersosial merupakan suatu hal yang tidak
mungkin dipungkiri, karena manusia memiliki sifat ketergantungan terhadap
sesama dan juga saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini Allah
subhanahu wa ta’ala menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan antara
laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa
ta’dla:

Lagha G g L ) Lo (318 g 3an) 5 (padl (g aSEIA () o5 ) 581 (il
leludg) S Yla

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menyatukan dua insan antara
laki-laki dan perempuan untuk dapat berhubungan satu sama lain, sehingga
saling mencintai, menghasilkan keturunan dan juga hidup dalam kedamaian
sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta’ala dan Rasul-Nya.?
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, pernikahan merupakan
sunnatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan seorang wanita yang
diikatkan dengan akad, yang pada umumnya berasal dari dua keluarga yang

berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya yang kemudian dipersatukan

LAN-Nisa‘ (4): 1.

2Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam, edisi ke -1. (Jakarta: Rineka Cipta,
1992), him. 1.



dalam ikatan keluarga.®Dengan perkawinan seseorang telah mengikatkan diri
mereka kepada Allah subhanahu wa ta’ala, yang mana memindahkan
tanggung jawab dari wali mempelai wanita kepada calon suami melalui zjab
qobul.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat
dan juga rukun agar diakui oleh negara dan dipandang sah menurut hukum.*
Dalam Islam perkawinan merupakan sebuah perintah, setiap perintah agama
merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta’ala, yang
dimana ketika kita melakukannya mendapatkan pahala darinya. Perintah Allah
subhanahu wa ta’ala kepada hambanya untuk melaksanakan perkawinan
melainkan ada tujuan mulia atas perintahnya, yakni dengan bertujuan
menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia adalah keluarga
yang mencapai sakinah, mawadah, dan rahmat.’

Di Indonesia perihal perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga Burgerlijk
Wetboek (BW). Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah untuk membentuk

keluarga (rumah tangga) untuk mencapai kebahagiaan dan kekal berdasarkan

3Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini
Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 34, No. 1 (Februari 2016), him.
32.

“Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya
Perspektif Fikih dan Hukum Positif 7, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’/im Vol. 15 No.
1(2017), him. 30.

SKhoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, cetakan ke-1.
(Yogyakarta: Gama Media, 2017), him. 17.
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Pemerintah telah menetapkan batas usia terhadap pasangan yang akan
melaksanakan perkawinan, yakni termaktub dalam undang-undang No. 16
tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “batas minimal
umur perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas minimal umur laki-
laki, yaitu 19 tahun”. Hal ini merupakan perubahan atas undang-undang No. 1
tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana pada asalnya batas umur
perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dengan
diberlakukannya batas umur perkawinan ini tentu ada pertimbangan yang
bertujuan baik, yakni pada umur 19 tahun bagi laki-laki diperkirakan sudah
matang tingkat emosionalnya, dan dari segi biologis rahim perempuan sudah
cukup kuat untuk mengandung, dan dari segi ekonomi bisa mendapatkan kerja
untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Pada faktanya, tidak semua masyarakat yang melangsungkan perkawinan
berusia minimal 19 tahun, banyak perkara di Indonesia yang melaksanakan
perkawinan di bawah umur 19 tahun. Dengan ini masyarakat yang berusia di
bawah 19 tahun apabila ingin mendaftarkan nikah ke KUA maka yang

bersangkutan harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama,

f\Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, cetakan ke-
1.(Yogyakarta: Teras,2011), him. 37.

7Ar-Rim (30) : 21.



karena KUA tidak menerima calon pasangan yang mendaftar nikah di bawah
umur 19 tahun.

Permohonan dispensasi nikah tidak hanya untuk perkawinan di bawah
batas umur, melainkan ada alasan-alasan lain seperti telah hamil terlebih
dahulu, dan dikhawatirkannya zina karena telah memiliki hubungan yang
cukup lama. Dalam hal ini penyusun memilih Pengadilan Agama Sleman untuk
diteliti, karena angka perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan
Agama Sleman memiliki kasus tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, terutama dua tahun terakhir. Dikutip dari website resmi masing-
masing Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
adapun rincian jumlah perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah
sebagali berikut :

A. Pengadilan Agama Sleman

2020 = 277 perkara
2021 = 233 perkara®
B. Pengadilan Agama Gunungkidul

2020 = 241 perkara
2021 = 219 perkara®
C. Pengadilan Agama Bantul

2020 = 238 perkara
2021 = 163 perkara'®
D. Pengadilan Agama Wates

8https://sipp.pa-slemankab.go.id/diakses pada 14 Januari 2022.
®https://sipp.pa-wonosari.go.id/diakses pada 14 Januari 2022.

Ohttps://sipp.pa-bantul.go.id/ diakses pada 14 Januari 2022.


https://sipp.pa-slemankab.go.id/
https://sipp.pa-wonosari.go.id/diakses%20pada%2014%20Januari%202022
https://sipp.pa-bantul.go.id/

2020 = 119 perkara
2021 = 81 perkara'!
E. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

2020=72
2021 = 65%2
Dari jumlah perkara di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama

Sleman menempati kasus tertinggi. Adapun alasan penyusun mengambil
rentang waktu dua tahun terakhir ini karena ingin mengetahui apakah ada
pengaruhnya dengan setelah diputuskannya undang-undang No. 16 Tahun
2019 tentang batas minimal usia perkawinan. Mayoritas alasan pengajuan
permohonan dispensasi nikah yaitu karena telah terlanjur hamil di luar nikah.
Dengan ini alasan hamil duluan menjadi faktor paling utama dalam
permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

Berdasarkan paparan di atas, penyusun ingin mengkaji lebih mendalam
mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan
pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Sleman. Sejalan dengan itu maka penulis memberi judul penelitian ini
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di

Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021".

Uhttp://sipp.pa-wates.go.id/ diakses pada 14 Januari 2022.

Lhttp://sipp.pa-yogyakarta.go.id/ diakses pada 14 Januari 2022,


http://sipp.pa-wates.go.id/

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Apakah yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan
Agama Sleman dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan
hakim Pengadilan Agama Sleman dalam penetapan permohonan dispensasi
nikah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hukum Hakim
Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan permohonan dispensasi
nikah.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar
hukum dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman
dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Dari sisi ilmiah, dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan
memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang

berkaitan dengan dispensasi nikah.



b. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan
pertimbangan Pengadilan Agama Sleman kedepannya dan untuk peneliti

lainnya, khususnya tentang dispensasi nikah.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas tema yang sama dengan penulis
akan tetapi berbeda objeknya dengan penelitian ini, penelitian tersebut dalam
bentuk jurnal, skripsi, dan tesis yaitu :

Pertama, tulisan Nurul Inayah yang diterbitkan di jurnal Al-Ahwal
dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara
Peradilan Agama)”. Pokok pembahasan pada penelitian ini adalah apa alat
bukti yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam
menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah,
dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara, kemudian di
analisis dari segi Hukum Acara Peradilan Agama.™ Penelitian ini memiliki
kesamaan dengan penelitian penulis dalam aspek tema penelitian, yakni
dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Namun, terkait dengan subjek,
objek dan ruang lingkup penelitiannya berbeda.

Kedua, tulisan Rizkiyah Hasanah yang diterbitkan di jurnal Aktualita
dengan judul “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau

dari Aspek Magashid asy-syari’ah”. Pokok pembahasan pada penelitian ini

3Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama),”
Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 2, him. 192.



adalah apa dasar hukum dan pertimbangan hakim yang kemudian ditinjau dari
segi magashid asy-syari’ah.'* Penelitian ini memiliki kesamaan dengan
penelitian penulis dalam aspek tema penelitian, yakni dispensasi nikah akibat
hamil di luar nikah. Namun, terkait dengan subjek, objek dan ruang lingkup
penelitiannya berbeda.

Ketiga, tulisan Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup
yang diterbitkan di jurnal Al-Ahwal dengan judul “Dispensasi Kawin Dalam
Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui
Putusan Hakim”. Pokok Pembahasan pada penelitian ini adalah bahwa ditinjau
dari perspektif kajian perlindungan anak, perkawinan dini dapat menghambat
pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis.
Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan pasal 7 ayat 1 yang merubah
batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita
berdampak pada peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin ke pengadilan,
khususnya pengadilan agama.'® Penelitian ini memiliki kesamaan dengan
penelitian penulis dalam aspek tema penelitian, yakni dispensasi nikah.
Namun, terkait dengan subjek, objek dan ruang lingkup penelitiannya berbeda.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Muhammad Firzha Kadya Lukita, S.H,

dengan judul “Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim di Pengadilan

14Rizkiyah Hasanah, “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau
Dari Aspek Magqashid Syari’ah, ” Jurnal Aktualita, VVol.1, No. 1, him. 309.

5Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam
Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim,” Jurnal
Al-Aawal, Vol. 14, No. 1, him. 96.



Agama Blitar Tahun 2017-2019”, menyatakan bahwa ada dua unsur
pertimbangan hukum dari hakim yaitu . Pertama, undang-undang tertulis yaitu
berasal dari UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum islam
dan Undang-undang perlindungan anak Pasal 1 ayat 1. Kedua, Undang-undang
tidak tertulis ialah kaidah-kaidah fikih yang sesuai dengan kasus dispensasi
nikah. Ada dua faktor yang mendasari adanya pengajuan dispensasi nikah
yaitu. Pertama, faktor teknologi karena maraknya film-film ataupun sinetron di
televisi maupun media sosial yang terang-terangan melanggar norma sosial
kemasyarakatan dan juga norma agama. Kedua, faktor pergaulan, yang
dipengaruhi dari lingkungan masyarakat sendiri sehingga menirukan adegan-
adegan syur dalam film yang mana berdampak pada perilaku sosial yang
menyimpang.’® Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis
dalam aspek topik penelitiannya yakni penetapan dispensasi nikah. Namun,
terkait dengan pembahasannya, dengan tujuan akhirnya, subjek, objek dan
ruang lingkupnya berbeda.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fauzan Khumasi yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin (Studi terhadap Penetapan
Pengadilan Agama Bantul No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl)” menjelaskan bahwa
alasan dispensasi nikah yang diajukan pada nomor perkara ini adalah karena
telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama, akan
tetapi setelah ditelusuri ternyata terbukti bahwa anak pemohon wanita telah

hamil duluan. Majelis hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon adalah

®*Muhammad Firzha Kadya Lukita, “Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Di
Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019),” Tesis, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta. him. 142.
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bukan laki-laki yang menghamilinya, oleh karena itu tidak berhak untuk
menikahi sampai anaknya tersebut lahir.}” Penelitian ini memiliki persamaan
dengan penelitian penulis dalam aspek topik penelitiannya yakni dispensasi
nikah. Namun, terkait dengan pembahasannya, dengan tujuan akhirnya, subjek,
objek dan ruang lingkupnya berbeda.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Kholifatun Nur Mustofa dengan judul
“Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus di Pengadilan Agama
Boyolali (Perkara No 063/Pdt.P/2015/PA.BI Dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI)”
menjelaskan bahwasannya Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan
dispensasi nikah yaitu berdasarkan pada Undang-undang No 1 tahun 1974
tentang perkawinan, Qaidah Fighiyah dan juga mempertimbangkan
kemaslahatan bagi kedua calon mempelai kedepannya.'® Penelitian ini
memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam aspek topik penelitiannya
yakni penetapan dispensasi nikah. Namun, terkait dengan pembahasannya,
dengan tujuan akhirnya, subjek, objek dan ruang lingkupnya berbeda.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Siti Thoyibatun Nasihah dengan judul
“Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim
Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No.15/PDT.P/2009/PA.KDR)”
menyatakan bahwa hakim dalam memberikan izin terhadap pemohon

dispensasi nikah yakni dengan menggunakan dua pertimbangan, dari segi

YFauzan Khumasi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap
Penetapan Pengadilan Agama Bantul No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl),” Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta. him. 65.

BKholifatun Nur Mustofa, “Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus DI
Pengadilan Agama Boyolali (Perkara No 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI),”
Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. him. ii.
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yuridis dan psikologis. Dari segi yuridis hakim menggunakan pertimbangan
berupa hukum-hukum positif berupa Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dari segi psikologis hakim menganggap
pemohon yang berusia 15 tahun sudah bisa melakukan pernikahan, karena alat
reproduksinya sudah bisa dibuahi, dan dari segi emosional telah cukup
dewasa.'® Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam
aspek topik penelitiannya yakni permohonan dispensasi nikah. Namun, terkait
dengan pembahasannya, dengan tujuan akhirnya, subjek, objek dan ruang
lingkupnya berbeda.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap karya-karya ilmiah di atas, sejauh
pengamatan penyusun, belum ada yang meneliti dengan tema dan objek yang
penyusun angkat. Oleh karena itu penyusun mengangkat tema objek ini untuk

diteliti.
E. Kerangka Teoretik

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk
membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang
amat mulia diantara makhluk Allah yang lain.?’ Dalam hukum Islam tercantum
dalam Al-Qur’an dan Sunnah sedangkan dalam hukum positif ada Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

19Siti Thoyibatun Nasihah, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No.15/PDT.P/2009/PA.KDR),” Skripsi,
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. him. 73.

2Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya
Perspektif Fikih Dan Hukum Positif 7, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol. 15 No.
1(2017), him. 30.
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Membangun keluarga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah,
melainkan butuh kematangan emosional, kematangan alat reproduksi dan juga
kedewasaan agar tercapainya tujuan dari pernikahan yaitu menjadikan keluarga
yang sakinah mawadah dan rohmat. Tiga hal ini tentu saja berhubungan dengan
usia dalam pernikahan, walaupun usia bukanlah tolak ukur kedewasaan
seseorang akan tetapi dengan usia yang matang akan mewujudkan tujuan dari
pernikahan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah salallahu ‘alaihi wa
sallam :

AL oSia g Ui (e CLEN diaa b alaca dll gy W J8 2 e (p dl) 2 (g
2ol g4l 4l o gually Aided adaivny ol (e g 7 il sl poadl (el aild > 5ile

Di dalam hukum Islam, batas usia perkawinan untuk laki-laki adalah
apabila sudah akil balig, sedangkan untuk wanita apabila telah haid
(menstruasi). Dalam hukum positif batas usia perkawinan termaktub dalam
undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu batas usia perkawinan bagi laki-laki
dan perempuan adalah 19 tahun. Perkawinan yang akan dilaksanakan di bawah
batas usia maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi
nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa, perkawinan dibawah umur
dilarang, namun apabila memiliki alasan yang mendesak seperti dikhawatirkan
zina, telah terjadi kecelakaan (hamil di luar nikah), dan telah melahirkan, maka

oleh Majelis Hakim membolehkan perkawinan di bawah umur. Adapun tujuan

ZMuhammad ad-Darimi, Sunan ad-Darimi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1426/2005), I: 119, No:
2161, “Kitab an-Nikah”, “Bab man kana ‘indahu tulun Falyatazawwaj”, diriwayatkan, dari
Abdullah.
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dari membolehkan tersebut adalah untuk menghindari kemudaratan yang
berlarut-larut dan melihat dari dampak negatif yang kemungkinan akan timbul.
Sadd az-zari’ah (4=, a.) merupakan suatu upaya penggalian hukum
Islam untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan
yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan
terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.?> Menurut Rachmat Syafe’i
sadd az-zari'ah adalah upaya preventif yang ditawarkan hukum Islam untuk
menghindari  terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat
mengakibatkan kerusakan, kerugian dan mudarat, yakni hilangnya maslaka.

Sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung

unsur kerusakan, maka wajib di tutup (sudda). Sebagian ulama mengkhususkan

dengan pengertian “sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan
mengandung kemadharatan”.?
Ibnu Qayyim membagikan sadd az-zari’ah menjadi dua yaitu :

a. Sadd az-zari’ah adalah sesuatu yang dilarang, sebagaimana Imam al-Syatibi
mendefinisikannya.” Melakukan sesuatu pekerjaan yang semula
mengandung kemaslahatan untuk menuju suatu kemafsadatan™.

Maksudnya, pada dasarnya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan

dibolehkan karena mengandung unsur kemaslahatan, tetapi tujuan yang ia

capai berakhir pada kemafsadatan.

2Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam ”, Jurnal Hukum dan
Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1(2020), him. 70.

ZRachmat Syafe’i, IImu Ushul Figih. Cet. Ke-3 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), him.
132.
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b. Fath az-zari’ah (ix_d i)

Imam Ibn Qayyim mendefinisikan fath az-zari’ah dengan sesuatu
perbuatan yang dapat membawa pada suatu yang dianjurkan bahkan
diwajibkan oleh syariat. Pernyataan yang dikemukakan merupakan makna
yang familiar dari zari’ah, akan tetapi artinya dari malat al-azZkam, bukan
berarti melarang hal-hal yang sebenarnya dilarang karena membawa kepada
kemudaratan, akan tetapi pemaknaannya lebih di perluas lagi, nahwa dalam
malat al-azkam dibolehkan kepada hal-hal yang dilarang jika diprediksikan
bahwa hal tersebut membawa pada kemaslahatan.?*

Predikat-predikat hukum syariat yang dilekatkan kepada perbuatan yang
bersifat az-zari ’ah dapat ditinjau dari dua segi , yaitu:
a. Ditinjau dari segi motif pelaku
Motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik
motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun
motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram).
b. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa
meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.
Tinjauan ini difokuskan pada segi maslakak dan mafsadah yang
ditimbulkan oleh perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan
suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut
diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah).

Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan,

24Darmawati H., Ushul Figh, cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), him.
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maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya (haram atau
makruh).?®
Di dalam kaidah-kaidah fikih terdapat kaidah dalam rangka
merealisasikan kemaslahatan yaitu:

26lladll Cla Lo adie aulid) ¢

Kaidah ushul fikih ini menegaskan bahwa apabila kita dihadapkan
dengan dua pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan,
maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Dengan ini
tujuan maslakah dapat terwujud, yakni untuk merealisasikan dan memelihara
kemaslahatan umat manusia secara maksimal yang merupakan cerminan
manifestasi dari konsep magashid asy-syari’ah (dx &l aalic) 27

Pada dasarnya untuk mengadakan suatu kemudaratan baik berat maupun
ringan itu dilarang. Pada prinsipnya kemudaratan itu harus dihilangkan tanpa
menimbulkan kemudaratan lainnya. Namun, apabila kemudaratan tersebut
tidak dapat dihilangkan, maka pilih dengan kemudaratannya yang paling
ringan.

Menerima permohonan dispensasi nikah kepada calon mempelai yang
telah hamil di luar nikah, meskipun dengan usia yang muda yaitu dibawah 19
tahun dan dipandang belum mampu untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini

lebih ringan dibanding dengan tidak diberikan dispensasi nikah, karena tanpa

Abd. Rahman Dahlan,Ushul Figh, cetakan ke-2. (Jakarta:Amzah, 2011), him. 238.

%gatria Effendi, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah
Yang Praktis, cetakan ke-4. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), him. 164.

ZIbid., him 74.
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dispensasi nikah mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan sesuai
peraturan undang-undang. Dampak negatif yang kemungkinan akan muncul
akan lebih banyak ketika perkawinan tersebut tidak disegerakan.

Dengan menggunakan kerangka berpikir di atas penyusun mencoba
untuk membahas dan meneliti mengenai pertimbangan Hakim dalam penetapan

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Anton Bakker adalah suatu cara bertindak
menurut sistem atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana
secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan
juga optimal.®® Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal,
penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research)
berbentuk kualitatif dimana jenis penelitian ini digunakan untuk
menganalisis peristiwa atau kegiatan yang terjadi di lapangan?, dalam hal
ini peneliti menganalisis penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Sleman. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber data primer, penelitian ini mengambil data primer dari lapangan
yang dikaji secara intensif yang disertai analisis pada data atau informasi

yang telah di dapat, dalam hal ini berupa berkas penetapan dispensasi

2 Anton Bakker, Metode-metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), him. 10.

29Samsu, S, Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,
Mixed Methods, Serta Research & Development (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), him. 90.
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nikah di Pengadilan Agama Sleman yang didukung oleh wawancara
dengan Majelis Hakim.
b. Sumber data sekunder, data sekunder yang peneliti gunakan adalah Al-
Qur’an, hadis, undang-undang, buku-buku, jurnal, tesis dan juga skripsi.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif
analisis, metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur
pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak
sebagaimana adanya.*® Dalam hal ini yaitu menjelaskan dasar hukum dan
pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim di Pengadilan Agama
Sleman dalam permohonan dispensasi nikah kemudian dianalisis
berdasarkan hukum Islam.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif.
Adapun pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah
dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Maksud dari legal-formal
adalah boleh atau tidaknya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang
ada dalam nass.®! Dalam hal ini penyusun menganalisis dasar hukum dan
pertimbangan hukum yang di gunakan oleh Hakim Pengadilan Agama

Sleman dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah menggunakan Al-

%0Saifuddin Anwar, Metode Penyusunan Bidang Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1990), him. 87.

$1Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, cetakan ke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA
TAZZAFA, 2009), him. 197.
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Qur’an, hadis, dan kaidah usul fikih yaitu dar'u al-mafasid mugaddamun
‘ala jalbi al-masolih.
4. Teknik pengumpulan data
Pada penyusunan skripsi ini menggunakan dua teknik pengumpulan
data, yaitu :
a. Dokumentasi
Bahwa dokumentasi dalam penelitian ini penyusun menggunakan
data berupa Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun
2020-2021 mengenai Perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang
bersumber dari website resmi Pengadilan Agama Sleman.
b. Wawancara
Dalam penelitian ini  penyusun melakukan wawancara dengan
Hakim Pengadilan Agama Sleman untuk mendapatkan data dan
informasi lebih mendalam yang berkenaan dengan tema penelitian ini.
5. Analisis data
Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid,
dalam menganalisis data pada metode ini menggunakan Deduktif dan
Induktif. Deduktif, yaitu penyusun menerapkan teori sadd az-zari’ah dan
kaidah fikih yang bersifat umum untuk menganalisis beberapa perkara
permohonan dispensasi nikah. Induktif, penyusun menganalisis beberapa
perkara permohonan dispensasi nikah kemudian ditarik pada kesimpulan

umum.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka diperlukan adanya
sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberi gambaran umum
tentang penelitian. Penulisan skripsi ini tersusun terdiri dari lima bab yang di
setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, bab pendahuluan yang merupakan pengantar secara
keseluruhan pada penelitian. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah.
Pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka yang berupa penelitian-
penelitian yang membahas dengan tema yang sama dengan skripsi ini.
Kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi pembahasan tinjauan umum tentang perkawinan,
dispensasi nika, dan nikah hamil. Penulis pada bab ini menguraikan gambaran
umum apa itu perkawinan, dispensasi nikah dan nikah hamil, yang diuraikan
dari pengertian, dasar hukum, serta syarat dan prosedur permohonan dispensasi
nikah.

Bab Ketiga, menerangkan tentang tinjauan umum tentang gambaran
umum Pengadilan Agama Sleman, dan perkara penetapan dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021. Dalam bab ini terdiri dari
beberapa sub bab yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Sleman, dasar
hukum dan pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan

juga latar belakang tingginya faktor hamil di luar nikah.
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Bab Keempat, pada bab ini berisi pembahasan tentang analisis data yang
diperolen penyusun, kemudian analisis terhadap dasar hukum dan
pertimbangan hakim ditinjau dalam hukum Islam.

Bab Kelima, berupa penutup pembahasan, memuat tentang kesimpulan

jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran serta penutup.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian pada bab-bab sebelumnya yang
telah diuraikan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021 serta
penelitian yang penyusun lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan olen Hakim Pengadilan Agama
Sleman dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah adalah :

a) Al-Qur’an Surat An-Nar ayat 32
A i o) 8 534S o) oSl wSilie (ga cpalliall 5 oS a1 paS
pale aud g dll 5 aliad (4
b) Hadis
Ui pa all ey - alata ) gy W 06 3 panna o il 20 0
o smally adlad iy ol e g ) Cpemnl g peadl (el adl g yilh AL) aSia

sla g 4l ld

¢) Kaidah Ushul Fikih

CJLAA\ cla e adia 2aldall ¢ 53

67
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Sementara alasan mendesak yang menjadi pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan izin
dispensasi nikah kepada anak para pemohon dengan calonnya, yaitu:

1) Karena Telah Hamil

2) Karena Dikhawatirkan zina

3) Karena Telah Melahirkan Seorang Anak

. Menurut hukum Islam, dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim
adalah sah, karena tidak ada nass secara khusus yang membahas tentang
dispensasi nikah dan juga telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat
perkawinan dalam hukum Islam. Diantaranya syarat-syarat perkawinan
yaitu adanya persetujuan dari calon mempelai pria dan wanita tanpa adanya
paksaan dari siapapun, kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan
nasab, serta adanya wali nikah. Kemudian tidak ada larangan menikahkan
seseorang yang telah melakukan hubungan di luar nikah, apalagi hingga
mengakibatkan kehamilan.

Kemudian menurut hukum Islam, pertimbangan hukum yang
digunakan oleh Majelis Hakim dibolehkan, karena dilihat dari dampak
negatif yang kemungkinan akan terjadi yang dapat merugikan kedua calon
mempelai dan juga anak/bayi dalam kandungannya. Digunakan teori sadd
az-zari’ah, untuk menutup jalan perbuatan yang membuat semakin
berlarutnya hal-hal yang bertentangan dengan syari’at Islam. Dalam hal ini

Majelis Hakim menutup jalan kemudaratan yang berlarut tersebut dengan
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cara menikahkan anak para Pemohon. Menutup jalan kemafsadatan dengan
pernikahan akan membuahkan kemaslahatan bagi pihak terkait.

Oleh karena itu, menurut Penyusun, walaupun bertentangan dengan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, akan
tetapi Majelis Hakim harus tetap memberi izin dispensasi nikah mengingat

akibat yang akan ditimbulkan jika tidak segera dinikahkan.

B. Saran-saran

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan
putusan/penetapan permohonan dispensasi kawin sebaiknya alasan-alasan
yang digunakan disebutkan dan dituliskan secara jelas dan logis dalam
berkas penetapannya khususnya dalam perkara dispensasi nikah ini,
sehingga apabila ada mahasiswa yang melakukan penelitian (riset) terhadap
kasus itu bisa dimengerti dan dipahami dengan mudah. Hal ini sangat
penting untuk para pemohon itu sendiri, karena dengan begitu mereka
mengetahui secara jelas atas dasar apa Majelis Hakim mengabulkan
permohonan mereka, sehingga mereka memahami maksud dari
diberlakukannya peraturan batas usia nikah serta dapat mentaatinya, karena
perkawinan di bawah umur memiliki peluang besar yang menimbulkan
kemudaratan.

2. Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkara permohonan
dispensasi nikah, terkhusus yang telah hamil dahulu dan telah melahirkan,

yakni dalam duduk perkara bahwa anak Pemohon berstatus Perawan.
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3. Kepada masyarakat khususnya kepada para Pemohon agar selalu
menanamkan Pendidikan dan Pemahaman keagamaan sejak dini dalam
kehidupan keluarga, dan juga memperhatikan betul pergaulan anak-anak
mereka. Dengan itu anak-anak mampu untuk membentengi diri mereka
terhadap pergaulan bebas yang berdampak negatif khususnya dalam
kebebasan seksual di luar nikah, sehingga dengan itu perkawinan di bawah

umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik.
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